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TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERSZiNAN

KANTOR PENANAMAN MOOAL DAN PELAYANAN TERPADU
ICOTA S1NGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan

kepastian penyelenggaraan pelayanan public

serta meningkatkan pelayanan Perijinan kepada

masyarakat di bidang perizinan pada Kantor

Penanaman Modal dan Pelayanan Tefpadu

diperlukan standar pelayanan perizinan pada

Kantor  Penanaman Modal  dan  Pelayanan

Terpadu Kota Singkawang;

b  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu diletapkan

Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan

Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kota Singkawang;



Mengingat :  1  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang

Pembentukan  Kota  Singkawang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

92 Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 4119);

2  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daeah (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali di

ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (SPM), (Lembaran

Negara Tahun 2005Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4585);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan

antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/



Kota, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah,

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24

Tahun  Tahun  2006  tentang  Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006

tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar

Pelayanan Publik;

9 Peraturan Menteri  Negara  Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006

tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja  Unit

Pelayanan Publik;

10 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Singkawang Tahun 2008 Nomor 2);

11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentufcan  dan  Susunan  Organisasi

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah



Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah

Kota Singkawang  tahun 2008 Nomor 6

tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang

Nomor 14);

12 Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja Kantor Penartaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kota Singkawang;

13 Peraturan Walikota Singkawang Nomor 41

Tahun 2009 tentang Sistim Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  :  PERATURAN  WALIKOTA  SINGKAWANG

TENTANG STANDAR PELAYANAN

PERIZiNAN KANTOR PENANAMAN MODAL

DAN  PELAYANAN  TERPADU  KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.  Daerah adalah Kota Singkawang.



2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan

Perangkat  Daerah  sebagai  unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Singkawang.

4. Dinas  terkalt  adalah  Dinas  yang

melakukan pembinaan teknis terhadap

izin yang diterbitkan

5. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu  adalah  Kantor  Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu  Kota

Singkawang yang selanjutnya disingkat
KPMPT.

6. Kepala Kantor  adalah Kepala Kantor

Penanaman  Modal  dan  Pelayanan

Terpadu Kota Singkawang

7. Standar Pelayanan adalah  suatu tolok

ukur  yang  dipergunakan  sebagai

pedoman  penyelenggaraan  pelayanan

dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

8. Perizinan  adalah  pemberian  legalitas

kepada  seseorang  atau  pelaku

usaha/kegiatan  tertentu,  baik  dalam

bentuk izin maupun daftar usaha yang

menjadi kewenangan daerah.

9. Pemberi pelayanan adalah

Pejabat/pegawai  Kantor  Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu yang



melaksanakan  tugas  dan  fungsi

pelayanan perizinan sesuai  peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

10. Penerima  Pelayanan  adalah  orang,

masyarakat, badan hukum swasta dan

instansi pemerintah.

11. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan

tahapan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat diiihat dari kesederhanaan

alur pelayanan.

12. Biaya pelayanan adalah segala biaya

dengan nama atau sebutan apapun dalam

rangka penyelenggaraan pelayanan yang

besaran dan tata cara pembayarannya

ditetapkan oleh Pejabat berwenang sesuai

ketentuan  perundang-undangan  yang

berlaku.

13. Pengaduan  adalah  laporan  dari

masyarakat dan  penerima pelayanan

perizinan baik secara lisan dan/atau

tertulis yang menginformasikan terhadap

ketidaksesuaian antara pelayanan yang

diterima dengan standar pelayanan yang

ditentukan.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN STAWDAR

PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud  ditetapkannya  Standar  Pelayanan

Perizinan adalah :

a. untuk memberi kepastian pelayanan kepada

masyarakat dalam penerbitan perizinan

yang diselenggarakan Kantor Penanaman

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  perlu

disusun dan ditetapkan suatu aturan baku

tentang Standarisasi Prosedur Pelayanan

Publik.

b. untuk memberi pedoman yang jelas kepada

pelaku pelayanan sampai sejauh mana

bentuk konkrit yang dapat mereka lakukan

untuk mencapai tujuan  Penyelenggaraan

Pelayanan Publik.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan

adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan

memberikan  kepuasan  tersendiri  kepada

masyarakat  selaku  penerima  pelayanan,

sehingga kondisi ini akan membawa akses baik



untuk mewujudkan "Good Governance dan

Clean Goverment" sesuai dengan apa yang

diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 28

Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan

Pemerintahan yang bersih,  berwibawa dan

bebas dari KKN.

BAB III
JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

(1) Jenis Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh
Kantor Penanatnan Modal dan Pelayanan Terpadu
Kota Singkawang sebagai berikut:

1. Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)

2. Izin Mendirikan Bangunan (1MB)

3. Izin Usaha Industri (IUI), Perluasan dan TDI

4. Izin Usaha Gudang.

5. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP)
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
8. Izin Pemasangan Reklame

9. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

(2) Dasar hukum pelaksanaan pelayanan perizinan,

persyaratan  pelayanan  perizinan  dan  biaya

pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 tercantum dalam lampiran I, II dan HI

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.



BAB IV
MEKANJSME PROSES PELAYANAN PERiZINAN

Pasal 5

(1)  Tata cara  pengajuan permohonan  izin,  sebagai

a. Pemohon  mengambll  formulir  izin  yang telah

disediakan oleh Kantor Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu (KPMPT);

b. Pemohon yang memerlukan penjelasan lebih lanjut

terkait dengan tata cara pengajuan permohonan

perizinan  dapat iangsung  menanyakan/

mengkonsuitasikan  kepada  petugas  pelayanan

perizinan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu (KPMPT);

c. Pemohon dapat mengisi formulir pengajuan perizinan

sesuai  dengan  kebutuhannya,  dan  disediakan

fasilitas  Layanan di  Ruang Pelayanan Kantor

Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu

(KPMPT), serta dapat meminta bantuan Petugas

Pelayanan jika diperlukan;

d. Pemohon yang telah mengisi formulir permohonan

pengajuan izin menyerahkan formulir permohonan

dan  kelengkapan  berkas  administrasi  kepada

Petugas Pelayanan Kantor Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu (KPMPT).



(2) Tata cara penanganan pelayanan, sebagai berikut:

a. Petugas Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu (KPMPT) / Petugas Pelayanan yang

kompeten, segera menerima berkas permohonan izin

untuk diverifikasi kelengkapan administrasi sesuai

dengan persyaratan;

b. Petugas Pelayanan menentukan  apakah dapat

menerima, menangguhkan atau menolak berkas

permohonan.

c. Apabila kelengkapan administrasi telah dipenuhi

maka petugas layanan membuat Tanda Terima

Berkas Permohonan Pelanggan;

d. Bagi permohonan yang memerlukan pemeriksaan

lapangan/ survey dilakukan koordinasi dengan Tim

Teknis yang telah ditunjuk berdasarkan Surat

Keputusan Walikota Singkawang dan menetapkan

jadwal pemeriksaan lapangan/ survey;

e. Untuk memohon  izin  yang tidak memerlukan

pemeriksaan lapangan  (Non Survey), dilakukan

penghitungan retribusi/ pajak dan membuat Surat

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan atau Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

f. Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan

lapangan (survey), jumlah retribusi/ pajak yang hams

dibayarkan drtetapkan setelah dilakukan pemeriksaan

lapangan oleh Tim Teknis ;



g.  Kantor Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu

(KPMPT)  menyediakan  format  Berita  Acara
Pemeriksaan (BAP) Lapangan yang baku dan

Petugas  Pemeriksa  Lapangan  mengisi  format

tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan

dengan diketahui/ disetujui oleh pemohon ;

h.  Petugas Penghitung menetapkan jumlah retribusi/

pajafc yang harus dibayar berdasarkan Berita Acara

Pemeriksaan Lapangan yang telah diterima ;

i.  Untuk  permohonan  yang  tidak  memerlukan

pemeriksaan  lapangan  (non  survey),  Petugas

Pelayanan menyerahkan SKRD dan atau SKPD yang

telah dicetak kepada pemohon untuk  dilakukan

pembayaran retribusi/ pajak pada loket yang tersedia

di Ruang Pelayanan;

j.  Petugas Pelayanan Menerima kembali SKRD dan

atau SKPD yang telah dibayarkan dan diteruskan

kepada Petugas Pencatat Data untuk di input ke

dalam sistem dan dibukukan ;

k.  Format izin/ pajak yang telah diterima dibukukan dan

diteruskan kepada Petugas Pencetak untuk dilakukan

pencetakan Sertifikat Izin/ Pajak;

I.  Berkas permohonan dan sertifikat yang telah dicetak

di ajukan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan

untuk mengecek kelengkapannya dan diparaf;

m. Hasil pengecekan oleh Kepala Seksi Pelayanan

Perizinan diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Tata



Usaha sebagai bentuk kendali untuk dicek ulang

kembali dan diparaf;

n.  Sertifikat yang telah diparaf oleh Kepala Sub Bagian

Tata Usaha kemudian diserahkan kepada Kepala

Kantor untuk ditandatangani;

o.  Sertifikat yang telah ditandatangani diberikan nomor,

tanggal dan cap stempel oleh Tata Usaha Kasi

Pelayanan Perizinan, kemudian diserahkan kembali

kepada Petugas Pelayanan;

p.  Bagian Tata  Usaha Kasi  Pelayanan Perizinan

mengarsipkan  dan  mendokumentasikan  berkas

permohonan;

(3) Tata cara penyampaian basil pelayanan perizinan,

yaitw:

a. Petugas Pelayanan segera menghubungi  pihak

Pemohon berkaitan dengan jadwal pengambilan

sertifikat.

b. Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan

lapangan (Survey), Petugas Pelayanan menyerahkan

SKRD dan atau SKPD yang telah dicetak kepada

pemohon untuk dilakukan pembayaran retribusi/

pajak pada loket Bank yang tersedia di Ruang

Pelayanan;

c. SKRD dan  atau  SKPD yang  telah  dibayar,

dikembalikan  kepada  petugas  Pelayanan  dan

dilampirkan dalam berkas permohonan ;



d.  Petugas Pelayanan menerima kembali tanda terima

berkas dari pemohon dan menyerahkan sertifikat;

Tata cara  penanganan  pengaduan  pelayanan

perizinan, sebagai berukut:

a. Pengaduan dari masyarakat tentang permasalahan

perizinan  yang timbul  di  masyarakat dapat

disampaikan secara lisan atau tulisan kepada

Kepala  KPMPT  Kota  Singkawang  memalui

Petugas Penerima Pengaduan dari Subbag Tata

Usaha pada ruang yang terpisah dari ruang

pelayanan, atau melalui media kotak aduan yang

tersedia pada ruang pelayanan KPMPT dan

meialui layanan telpon;

b. Petugas  penerima  pengaduan  melakukan

pengumpulan  data dan  mempelajari  laporan

pengaduan;

c. Petugas  Penerima  Pengaduan  rnemberikan

keterangan kepada pelanggan yang membuat

pengaduan secara lisan atau tertulis (surat)

berdasarkan data yang ada pada KPMPT;

d. Untuk pengaduan yang memerlukan pemeriksaan

lapangan kemudian disampaikan kepada Kepala

Sub Bagian Tata Usaha ;

e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkoordinasi

bersama  dengan  Kepala  Seksi  Pelayanan

Perizinan dan TIM TEKNIS untuk melaksanakan



pemeriksaan lapangan sesuai dengan laporan

pengaduan ;

f. Hasil  pemeriksaan  lapangan  kemudian

ditindaklanjuti oleh Kepala Subbag Tata Usaha

dengan membuat draft surat jawaban yang

memuat  kesimpulan  dan  saran  penanganan

masalah kemudian disampaikan kepada Kepala

KPMPT untuk ditandatangani;

g. Surat jawaban, oleh Sub Bagian Tata Usaha diberi

nomor dan cap serta digandakan,  kemudian

dikirimkan kepada pemohon dan instansi terkait;

BAB V
SISTEM 1NFORMASI MANAJEMEN

Pasal 6

(1) Sistem Informasi Manajemen KPMPT adalah satu

sistem penanganan pelayanan perizinan secara

komputerisasi (e-government) yang

menggambarkan mekanisme pelayanan perizinan

dan tahapan demi tahapan proses penerbitan

perizinan.

(2) Sistem  Informasi  Manajemen  sebagaimana

tersebut  pada  ayat  1  dimaksudkan  untuk

memberikan informasi yang jelas kepada penerima

pelayanan sudah sejauhmana berkas administrasi

di proses oleh setiap pelaksana pelayanan di

daiam organisasi Kantor Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu.



(3)  Mekanisme  Pelayanan  Perizinan  sebagaima

dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran IV
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI PELAYANAN

Pasal 7

(1) Hak Pemberi Peiayanan Perizinan sebagai berikut:

a. Meminta pemohon untuk melengkapi  berkas-
berkas yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

b. Menerima,  menangguhkan  atau  menolak
permohonan.

c. Menyimpan data-data permohonan untuk arsip
negara.

d. Melakukan pemeriksaan herkas dan pemeriksaan
lapangan sesuai dengan permohonan.

e. Mencabut izin yang telah diterbitkan apabila
dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran
terhadap ketentuan yang berlaku.

(2)  Kewajiban Pemberi Pelayanan Perizinan sebagai
berikut:

a. Menerima  permohonan  yang  telah  lengkap
persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

b. Memberikan informasi yang berhubungan dengan
pelayanan perizinan.

c. Bertanggung jawab atas berkas permohonan yang
telah diterima.



d. Menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

e. Menyampaikan laporan kepada Walikota dan Dinas
Teknis terkait.

Bagian Kedua

HAK DAN KEWAJIBAN PENERiMA PELAYANAW

Pasal 8

(1) Halt Penerima Peiayanan

a. Mengajukan Permohonan;

b. Menerima pelayanan perizinan.

(2) Kewajiban Penerima Pelayanan

a. Melengkapi data-data yang dibutuhkan sesuai
cfengan ketentuan yang berlaku;

b. Memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku;

c. Memberikan informasi dan data-data yang
benar sesuai dengan permohonan;

d. Memberikan informasi dan menunjukan lokasi
yang  disurvey  pada  saat  pemeriksaan
lapangan;

e. Membayar  retribusi  dan  pajak  sesuai
ketentuan yang berlaku;

f. Bertanggung jawab atas sertifikat yang telah
diterbitkan;

g. Mengembalikan  sertifikat  izin  yang telah
diterbitkan apabila dikemudian nari ditemukan
adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang
berlaku.



BAB VII-

PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN

Pasal 9

(1) Penerima  Pelayanan  dapat  mengajukan

pengaduan tentang  permasalahan  pelayanan

perizinan;

(2) Tatacara penanganan pengaduan sebagaimana

dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

a. Pengaduan dapat diajukan secara lisan atau

tertulis  Kepada  Kepala  KPMPT melalui

Petugas Pelayanan atau Kotak Aduan yang

tersedia pada KPMPT.

b. Petugas pelayanan menerima pengaduan

segera melakukan pengumpuian data dan

mempeiajari laporan pengaduan;

c. Pembuktian  dilapangan  dapat  dilakukan

apabila memerlukan pemerksaan lapangan

sesuai dengan laporan pengaduan;

d. Hasil pemeriksaan lapangan dapat dijadikan

bahan pertimbangan dalam membuat surat

jawaban pengaduan kepada Pemohon.

(3) Mekanisme  Pengaduan  Pelayanan  Perijinan

sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan

ini.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan
Pengundangan  Peraturan  Walikota  ini  dengan
penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Kota
Singkawang.

Ditetapkan di : Singkawang
Pada tanggal  : 14  Oktober 2009

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd

Diundangkan : di Singkawang
Pada Tanggal : 14 Oktober 2009

SEKI RAH

Oras. H. SllHAQI ABDbLLANI
Pembifta Utama MUda

NIP. 1Q53O2O5 19Y404 1 OO8

HASAN KARMAN

BERITA DAERAH KQTA S1NGSCAWANG
NOMOR 52 TAHUN 2009



LAMPIRAN I  :  PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

Nomor  :  52 TAHUN 2009

Tanggal  :  14 OKTOBER 2009

Tentang  :  STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU

DASARPELAKSANAANDAN

NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

JENIS IZIN

Izin Undang-Undang
Gangguan(UUG)

lzin Mendirikan
Bangunan(1MB)

Izin Usaha Industri
(IUI), Perluasan dan
TDI

IzinUsahaGudang.

Surat Izin Usaha
Perdagangan(SIUP).

Tanda Daftar
Perusahaan(TDP).

JENIS PELAYANANPERIZINAN:

DASAR HUKUM

PerdaKab.Daerah TkIISambas
Nomor: 335Tahun 1997tentang
PelaksanaanPemberianIzinUUG.

PeraturanDaerahKotaSingkawang
Nomor : 4 Tahun 2006 tentang
retribusiIzinmendirikanbangunan.

Permen Perindustrian Rl Nomor :
41/M-IND/PER/6/2008 tentang
Ketentuan dan Tata cara
pemberian izin perluasan dan
TandaDaftarIndustri.

Peraturan Menteri Perdagangan
Republik IndonesiaNomor: 16/M-
DAG/PER/3/2006 tentang
Penataan dan Pembinaan
Pergudangan.

Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor: 37/M-
DAG/PER/9/2007 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran



Diundangkan: di Singkawang
Pada tanggal: 14 Oktober 28S9

Ditetapkan di  : SINGKAWANG
Pada Tanggal  : 14 Oktober 2009

WALKOTA SINGKAWANG

Ttd

HASAN KAKMAN

BERTTA DAERAH KOTA SMGKAWANG
NOMOR 52 TAHUN 2009

7.

8.

9.

Izin Usaha Jasa
Konstruksi(SIUJK)

Izin Pengelolaan dan
Pengusahaan Sarang
BurungWalet

PajakReklame.

Perusahaan.

1. SK.MenteriKimpraswil
Nomor : 369/KPTS/M/2001
tentang Pemberian Izin Usaha
JasaKonstruksiNasional.
2. Keputusan Walikota

Singkawang Nomor : 24
Tahun 2003 tentang
BesarnyaTarifPenerbitan
Izin Usaha
Konstruksi/Konsultasi
(IUJK)dalamwilayahKota
Singkawang.

PerdaKotaSingkawangNomor:7
Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Pengusahaan Sarang Burung
Walet.

Peraturan Daerah Kota
SingkawangNomor:7Tahun2003
tentangPajakReklame.
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LAMPIRAN ill  @  PERATURANWALIK0TAS1NGKAWANG

Nomor  :  52 TAHUN 2009

Tanggal  :  14 OKTOBER 2009

Tentang  :  STANDAR PELAYANAN PERIZINAN KANTOR

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

BiAYA PELAYANAN PERIZINAN

* itim iiMnawfSJiwn&MCS SANGGUAN JUUG)

a.
No

1
1.

2.

3.

4.

MengisiSuratPemberitahuanRetnbusiDaerah(SPTRD);

JenisUsaha

2
Perusahaan/Industri
GolonganA

GolongartB

GolonganC

GolonganD

PenggilinganPadi/HullerGabah
a.GolonganA

b.GolonganB

-TempatpenimbunanBBM
I. GolonganA

II. GolonganB

ill. GolonganC

IV. GolonganD

-MaterialBangunan
a. GolonganA

b. GolonganB

-BahanGalianGolonganA
a. GolonganA

b. GolonganB

LuasRuang

3

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100WI2

S/d100M2
> 100M2

> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2

> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2

Tarif
lingkungan
perM(Rp)

4

2.500,-
500,-

2.000,-
350,-

1.500,-
250,-
750,-
200,-

750,-
150,-

oo

1.000,-
300,-
750,-
250,-
500,-
200,-
300,-
100,-

500,-
250,-
300,-
200,-

2.500,-
750,-

2.000,-



1
5.

6.

7.

-BahanGalianGolonganB
a. GolonganA

b. GolonganB

-BahanGalianGolonganC
a. GolonganA

b. GolonganB

o. GolonganC

2
Pemeoahbatu

a. GolonganA

b. GolonganB

Bengkel/TempatLas
a. GolonganA

b. GolonganB

o. GoionganC

-Discotique/NightClub/Bar
a. GolonganA

b. GolonganB

-Karaoke/MusicalSlow
a. GolonganA

b. GolonganB

-Billiard
a. GolonganA

b. GolonganB

-VidioGame
a. GolonganA

b. GolonganB

a. GolonganA

> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

> 100M2
s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

3

> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2

s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2

350,-

2.500,-
750,-

2.000,-
350,-

500,-
1.000,-

300,-
750,-
200,-

4

1.000,-
350,-
750,-
200,-

1.000,-
350,-
750,-
250,-
500,-
200,-

1.500,-
500,-

1.000,-
100,-

1.500,-
500,-

1.000,-
300,-

1.000,-
500,-
750,-
250,-

750,-

500,-
300,-

1.500,-
500,-



8.

9.

b. GolonganB

c. GolonganC

d. GolonganD

a. GolonganA

b. GolonganB

c. GolonganC

UsahaPertanian/Peternakan/
Perikanan.

a. GolonganA

b. GolonganB

c. GolonganC

s/d100M2
> 100M2
S/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

> 100M2
s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

1.000,-
350,-
750,-
200,-
500,-
100,-

500,-
1.000,-

350,-
500,-
300,-

500,-
1.000,-

350,-
500,-
300,-

1
10.

11.

12.

13.

2

a. GolonganA

b. GolonganB

-Grosir
a. GolonganA

b. GolonganB

c. GolonganC

RuangPenyimpanan

Percetakan/Sablon/PhotoCopy/
StudioPhoto

a. GolonganA

b. GolonganB

c. GolonganC

Hotel/Penginapan
a. Hotelbintang4dan5

3

s/d100M2
> 100M2

SW100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2

4

1.000,-
500,-
500,-
200,-

1.000,-
500,-
750,-
350,-
500,-
200,-

1.000,-
500,-

1.000,-
500,-
750,-
350,-
500,-
200,-

1.000,-
500,-



14.

15.

16.

17.

1
18.

19.

20.

21.

b. Hotelbintang1dan3

c. GuestHouse/Wisma/
Losmen/Hoteltidak
berbintang

-LaserDisk/VidioCassete
a. GolonganA

b. GolonganB

-Alat-AlatBerat
a. GolonganA

b. GolonganB

ShowRoom
a. GolonganA

b. GolonganB

PandaiBesi
a. GolonganA

b. GolonganB

ColdStorege/RuangPendingin
a. GolonganA

b. GolonganB

2
Pariwisata

a. GolonganA

b. GolonganB

Vulkanisir
a. GolonganA

b. GolonganB

PenangkarHewan/Tumbuhan
a. GolonganA

b. GolonganB

c. GolonganC

PerdaganganEceran.

S/d100M2
> 100M2
S/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2
S/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100IW2
s/d100M2
> 100M2

3

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

> 100M2

750,-
200,-
000,-
500,-

1.000,-
500,-
500,-
300,-

1.000,-
500,-
500,-
300,-

1.000,-
500,-
750,-
300,-

1.000,-
300,-
500,-
200,-

1.500,-
300,-
750,-
150,-

4

500,-
1.000,-

300,-

1.000,-
300,-
700,-
200,-

1.000,-
300,-
700,-
200,-
500,-
150,-



22.

-TokoBahanBangunan
a. GolonganA

b. GolonganB

c. GolonganC

-TokoElektronik
a. GolonganA

b. GolonganB

c. GolonganC

-TokoObat-Obatan/Apotik/
Pestisida/Pupuk

a. GolonganA

b. GolonganB

c. GolonganC

-TokoPenjualanGas
a. GolonganA

b. GolonganB

Restoran/RumahWlakan/Warung
Kopi.

a. GolonganA

b. GolonganB

c. GolonganC

s/d100M2
> 100M2
S/6100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

S/CM00M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2
S/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2

> 100M2
s/d100M2
> 100M2

1.000,-
300,-
750,-
250,-
500,-
150,-

1.000,-
700,-
750,-
250,-
500,-
200,-

1.000,-
700,-
750,-
250,-
500,-
200,-

1.000,-
300,-
500,-
200,-

1.000,-
300,-
750,-
200,-
500,-
100,-



2.

a.  Haraa standar Bangunan Kota Singkawang adalah sebagal beriKut:

1
23.

24.

25.

26.

2
Salon

a. GolonganA

b. GolonganB

FitnesCenter/Aeronic
a. GolonganA

b. GolonganB

RumahSakit/PraktekMedis/
Klinik

a. GolonganA

b. GolonganB

PasarIkan/Daging/Hewan/
Buah-Buahan.

a. GolonganA

b. GolonganB

c. GolonganC

3

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

> 100M2
s/d100M2
> 100M2

s/d100M2
> 100M2

> 100M2

s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2
s/d100M2
> 100M2

>/=100M2

4

1.000,-
300,-
500,-
200,-

300,-
750,-
200,-

1.000,-
750,-

500,-

1.000,-
750,-
750,-
500,-
500,-
300,-
500,-

No
1.

2.

3.

BangunanPermanen
@ LantaiDasar
@ LantaiSatudanseterusnya

BangunanSemiPermanen.
o LantaiDasar
o LantaiSatudanseterusnya

Bangunansementara
@ LantaiDasar
o LantaiSatudanseterusnya

Satuan

M2

M2
M2

M2
M2

Harga

Rp.1.250.000,-
Rp.1.000.000,-

Rp. 850.000,-
Rp. 650.000,-

Rp. 250.000,-
Rp. 175.000,-



.b.  Pelengkap bangunan dan pekerjaan lainnya:

c.  Khusus bangunan yang tidak bisa ditentukan retribusinya, maka ditetapkan
retribusinya sbb:

3.  IZ1N USAHAINDUSTRI (IUI) PERLUASAN dan TANDA DAFTARINDUSTRI (TDI).

Pelaksanaan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI dapat dikenakan biaya administrasi 1
(satu) kali pada waktu penerbitan dengan besaran biaya sebagai berikut:

a. TDI yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus
ribu rupiah).

b. Persetujuan prinsip tanpa biaya atau Rp. 0 (nol rupiah) ;
c. IUI yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus

ribu rupiah);
d. IUI yang diterbitkan Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota paling banyak Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah);

No
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19

JenisBangunan
Jembatankayudenganbentang5.00
s/d12.00m
Jembatanbajaataukomposisidengan
bentang5.00s/d12.00m
TurapKayu
Salurantanahdengankedalaman1 m
Saluran batu kali dengan kedalaman
0,5s/d1m
Gorong-jorongdiameter40s/d60cm
Perkerasandengantanahinerah
Perkerasandenganbatu
Perkerasandenganaspal
Pagarbelakang/sampinggedung
Pagardepangedung
Pagarbelakang/sampingrumah
Pagardepanrumah
Bakairbawahtanahkonstbetonkap
samping6m3
Bakairbawahtanahkonstbetonkap
sampaidengan12m3
Perubahan wajah / renovasi tampak
depanbangunan

Satuan
M*

M*

M1
M'

M1
ivr5
MJ
MJ
M1
M1
M1
M1
M"

lW

W

Harga
Rp.1.950.000,-

Rp.2.150.000,-

Rp. 70.000,-
Rp. 22.000,-
Rp. 425.000,-

Rp. 585.000,-
Rp. 102.000,-
Rp. 187.000,-
Rp. 55.000,-
Rp. 337.000,-
Rp. 481.000,-
Rp. 355.000,-

J*p̂ 428.000,-
Rp.5.500.000,-

Rp.9.000.000,-

Rp.1.000.000,-

No

1

2

JenisBangunan

Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU)
Tower/Menara

MenaraTiangTunggal
MenaraDenganRangkaBaja

Besarretribusi

Rp.5.000.000,-/Tangki

Rp.500.000,-/Metertinggi
Rp.1.000.000,-/Metertinggi



4. IZIN USAHA GUDANG (IUG)

1. Gudang kecil dengan luas 36 m2 s/d 2.500 m2 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu
rupiah).

2. Gudang menengah dengan luas 2.500 m2 s/d 10.000 m2 sebesar Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah).

3. Gudang besar dengan luas diatas 10.000 m2 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah).

.6. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUPJ

A.  Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan ;

a. Izin Usaha Perdagangan Golongan Kecii, sebesar
b. Izin Usaha Perdagangan Golongan Menengah,
c. sebesar

Izin Usaha Perdagangan Golongan Besar, sebesar

2. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut:

Rp.
Rp.
Rp.

3. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI clan KONSULTASI (IUJK)

Untuk Perusahaan Baru Jasa Konstruksi sebagai berikut:

100.000,-
150.000,-
300.000,-

8. IZIN PENGELQLAAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
A.  Besarnya biaya registrasi dan adminstrasi pengelolaan pengusahaan sarang

burung
Walet

a. Permohonan baru dikenakan biaya Rp. 1Ojuta
b. Perpanjangan dikenakan biaya Rp. tOjufa
c. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang sudah ada sebelumnya

dikenakan biaya 15 juta

1.
2.
3.

5.
6.
7.

PerseroanTerbatas
PersekutuanKomanditer
Koperasi
PersekutuanFirma
PerusahaanAsing
BentukPerusahaanLainnya
PerusahaanPerorangan

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

500.000.-
250.000,-
100.000,-
250.000,-

1.000.000,-
250.000,-
100.000,-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KualifikasiGred2
KualifikasiGred3
KualifikasiGred4
KualifikasiGred5
KualifikasiGred6
KuaJifikasiGred7

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

100.000
150.000
225.000
350.000
450.000
500.000



S. PAJAKREKLAME
swa dan Tarif Pajak Reklame
jjak Reklame ditetepkan dari nilai sewa

sev/a terhadap reldame 2 (clua) sudut nilai pajaK amaiiKan z \x )

Diundangkan: di Singkawang
Padatanggal : 14 Oktober 2009

Ditetapkan di
PadaTanggal

SEKI :rah

Pembii
NIP. 1953' 1 008

SINGKAWAHG
14 Oktober 2009

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd

HASAN KARMAN

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 52 TAHUN 2009

JenisReklame

Billboard/Papan/Nec
r-Box
Kain/SpanduWUmbu
!-umbul,Benner
jselebaran/Stiker

fendaraan
3erjalan
Udara/Suara
Peragaan
-ilmlSlide

NilaisewadiDaerah/Kawasan

khusus

400.000

200.Q00

15.000

Dagang

375.000

190.000

14.000

Penyeber
angan

350.000

180.000

13.000

Campuran

325.000

170.000

12.000

Kantor

300.000

160.000

11.000

Industri

275.000

150.000

10.000

Peaimah
an

250.000

140.000

9.000

terbuka

225.000

130.000

8.000

Pendid
ikan

200.000

120.000

7.000

320.000
100.000

Tait
pajal

10yi

10yi

2,5%

15'A



LAMP1RAN IV  :  PERATURAN WALIKOTA SINC3KAWAIMU

Nomor  :  52 TAHUN 2009
Tanggal  :  14 OKTOBER 2009

Tentang  :  STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN :

PEMOH
ON

1
REGISTRASI.
VERIFIKASI
&CETAK

SKRD/SKPD
IZIN NON
SURVEY

2
JSI DATA

UTAMA&
CETAK

SKRD/ SKPD
IZIN

SURVEY

ISI DATA
iznsf

>

KETERANGAN :

1. REGISTRASI, VERIFIKASI & CETAK SKRD/ SKPD
IZIN NON SURVEY
Pemohon yang diterima, pada tahap ini dilakukan
registrasi, verifikasi berkas permohonan dan mencetak
SKRD/ SKPD untuk izin Non Survey.

2. ISI DATA UTAMA  & CETAK SKRD/ SKPD IZIN
SURVEY.
Pada tahap ini dilakukan pengisian data-data utama
perusahaan,  penentuan  jadwal  survey  dan
penghitungan retribusi/ pajak berdasarkan data-data
vana dioeroleh dari hasil pemeriksaan lapangan.

i
4

ISIDATA
PAJAK

7
LAPORAN

@<r

5
VALIDASI

DATA

t

CETAK
SERTIFIKAT



3. ISI DATA IZIN
PacSa tahap ini dilakukan pengisian data perizinan
sesuai dengan data-data pemohon , data hasil survey
atau data dari data base pemerintah serta penentuan
jenis perizinan.  Selain itu pada tahap ini juga dapat
dilakukan daftar ulang izin.

4. ISI DATA PAJAK
Pada tahap ini dilakukan pengisian data pajak sesuai
dengan data-data pemohon, data hasil survey atau data
dari data base pemerintah serta penentuan jenis pajak.

5. VALIDASI DATA
Pada tahap ini" dilakukan pencocokan (validasi) data
antara dokumen permohonan, hasil survey dan sumber
lain yang relevan dengan data yang telah diinput pada

tahap sebelumnya.
6. CETAK SERTIFIKAT

Pada tahap ini dilakukan pencetakan sertifikat izin
berdasarkan data-data yang telah divalidasi pada
tahapan (track) sebelumnya.

7. LAPORAN
Pada tahap ini tersimpan data-data laporan seluruh
permohonan mulai dari registrasi sampai dengan yang

b Ditetapkan di
Pada Tanggal

SINGKAWANG
14 October 2009

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd

SEKI

HASAN KARMAN

ARiS DAf RAH

Oca. H. StlHAQI ABOi;t-i.AW8
NIP. 19S3020S 19740̂  1 008

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANU
NOMOR 52 TAHUN 2009



LAMP1RAN V PERATURAN WAUKOTA SINGKAWANG
Nomor  :  52 TAHUN 2009

Tanggal  :  14 OKTOBER 2009

Tentang  :  STANDAR PELAYANAN PERIZINAN KANTOR

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

PENGADUAN DARI PIHAK YANG DILAY AM
(Mengisi formulir pengaduan/surat pengaduan)

i
PENERIMAAN PENGADUAN

KONVIRMASI
SUBJEK TERKAIT

PERUMUSAN MASALAH

A
TINDAK

(PEMECAHAN DAN PENYELESAIAN)

Diundangkan: di Singkawang
Pada Tanggal: 14 Oktober 2009

Ditetapkan di
Pada Tanggal

UNIT KERJA/
INSTANSI
TERKAIT

SINGKAWANG
14 Oktober 2009

W ALIKOTA SINGKAWANG

Ttd

HASAN KARMAN
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWAN
NOMOR 52 TAHUN 2009


